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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar  huruf  bahasa  Arab dan transliterasinya  ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim j je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 (żal ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ








 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 hamzah ʼ apostrof ء
 ya y ye ى
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
























Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ٸ 
 
 fatḥah dan wau au a dan u ٷ
Contoh: 
يْ   ك
ْ   ف
ْ   ه




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
 




Nama Huruf dan Tanda Nama 
 
 ... ا   | ... ىْ  
 






















u dan garis di atas 
Contoh: 
 
 māta : مات
 
مْ    ر
  ى













4. Tā‟ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 
 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
  ل اْ  فط
ْ  لض
 ة
 ؙةضْ  
   ةنْ   ألا
 ي افلْ   ا
رْ  
 وْ   
ْ  لا
 مْ   
 د
: rauḍah al-aṭfāl 
: al-madīnah al-fāḍilah 
ةمْ   كْ    ْ  لا  ح       : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (  ْ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 
 ْ  انبْ   ر
 ْ  انيْ   جْ  
: rabbanā 
 najjainā : ن  
قحْ  لا  : al-ḥaqq 
 
مْ       ْ عْ   nu“ima :  ن  
 وْ    دع
 
 
 )ىْ  
: „aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 









  عْ  
 ىل
برْ   ع
 ى
: „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
: „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
 
lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
سمْ   شْ  لا     : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةلزْ   لزْ    ْ  لا   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
لْ   ةْ  فس ْ  فْ  لا     : al-falsafah 
al-bilādu :  دلبْ  لا  ْ 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
نْ   وْ     مْ    ر  أت   : ta‟murūna 




ْ   ش
   ْ
 ر
: syai‟un 







8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (هلال) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 billāh ب ا dīnullāh نيد
 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
raḥmatillāh fī hum هلال ة مْ   ي رح مْ   ه  
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 







kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 










B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 
swt. = subḥānahū wa ta„ālā 
saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s. = „alaihi al-salām 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
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Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bebas visa 
kunjungan negara persfektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bertujuan untuk: 
1) Mengetahui konsep pengelolaan bebas visa kunjungan negara. 2) Mengetahui faktor 
penghambat dan pendukung pengelolaan bebas visa kunjungan terhadap warga negara 
asing. 3) Mengetahui pandangan hukum Islam terkait pengelolaan bebas visa 
kunjungan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library/ research), dengan metode 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) yuridis dan pendekatan teologi 
normatif syar‟i. Adapun pengimputan data, sumber data penelitian, primer dll ini berupa 
buku-buku tentang keimigrasian, dan sumber data sekunder berupa pendukung yang 
relevan dengan permasalahan. Metode pengolahan data iyalah metode Induktif, 
Deduktif, Komparatif. Teknik analisis data yang di gunakan iyalah metode content 
analysis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep pengelolaan bebas visa 
kunjungan tidak terlepas dari empat faktor dalam implementasi kebijakan yaitu 
Komunikasi, Sumber daya, Sikap, dan Strukter birokrasi. 2) Kebijakan bebas visa yang 
berlaku di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang dapat dimanfaatkan 
sebagai celah bagi oknum oknum WNA untuk melakukan pelanggaran terkait kebijakan 
ini, Sedangkan pendukung pengelolaan bebas visa adanya tim khusus yaitu TIMPORA 
dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). 3) Dalam QS an-Nisa/4:58, yang 
memberikan perintah agar jangan berlaku curang. Sehingga petugas Imigrasi harus 
berlaku adil disetiap WNA yang akan datang ke Indonesia. Dalam HR. Muslim No. 69 
dianjurkan untuk memuliakan tamunya, sehingga para petugas Imigrasi wajib 
memuliakan tamu atau WNA yang datang ke Indonesia. 
Implikasi penelitian ini adalah: 1).Diharapkan pemerintah menambah jumlah 
personil pegawai imigrasi dan menignkatkan kualitas SDM 2) Memberikan fasilitas 
yang mumpuni guna mendukung kinerja pegawai imigrasi. 3). Memberikan sanksi yang 















A. Latar Belakang Masalah 
Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada 
perwakilan Repbulik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh 
Republik Indonesia atau tempat lainnya.
1
 Istilah Imigrasi berasal dari bahasa latin 
migratio yang artinya berpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke 
tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang 
mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau 
negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio  
dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara 
untuk masuk ke dalam negara lain.
2
 
Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) 
ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada 
perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan 
turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran.
3
 
Indonesia adalah Negara Kepulauan terletak dijalur perlintasan laut 
internasional yang menghubungkan antara dua samudra yaitu samudra Pasifik dan 
samudra Hindia dan Indonesia diapit dua benua yaitu benua Asia dan benua 
Australia, sehingga Indonesia sangat diuntungkan dari letak geografisnya karena 
letak geografisnya merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional, 




Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
2
Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (Malang: Bayumedia 
Publishing, 2011), h. 129. 
3










berdagang karena letak geografisnya sangat menguntungkan terlebih lagi 
Indonesia hanya mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau 
yang menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur. 
Akibatnya banyak orang asing dari berbagai negara masuk ke Indonesia 
dengan berbagai macam tujuan, salah satunya yaitu berkerja, wisata bahkan 
banyak yang tinggal untuk menetap di Indonesia, itulah sebabnya Indonesia 
diwariskan berbagai ras diantaranya adalah bangsa China, India, Arab dan lain 
sebagainya. Semakin banyak orang asing yang menetap di Indonesia akan 
membawa pengaruh terhadap bidang politik, ekonomi, budaya, dan keamanan, 
sehingga hal ini yang perlu di pikirkan secara serius oleh pemerintah Indonesia 
agar tidak menimbulkan dampak negatif. 
Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan 
sosial budaya nasional yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan 
keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan 
dampak negatif yang timbul akibat dinamika mobilitas manusia, baik warga 
negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah 
Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin  besar. 
Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (selective policy) 
membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam 
menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, 
maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang 
bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang: 
1. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara 
Republik Indonesia; 
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta 






Diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta di beri 
izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. 
Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan 
kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke 
dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap 
orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
4
 
Di Zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia menerapkan prosedur 
opendoor yaitu politik pintu terbuka atau membuka pintu selebar-lebarnya kepada 
orang asing untuk masuk ke Indonesia dan setelah Indonesia merdeka pemerintah 
tidak menerapkan prosedur yang dulu di terapkan oleh pemerintahan Hindia 
Belanda yaitu Opendoor policy yang di anggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga 
Pemerintah Indonesia mengeluarkan prosedur baru yaitu selective policy bahwa 
masuknya orang asing hanya dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan 
memberikan manfaat bagi pembangunan Negara dan Pemerintah Indonesia. 
Dengan adanya pengaturan keluar-masuk wilayah Indonesia, yang 
ditujukan baik terhadap WNA maupun WNI, diharapkan mampu mengantisipasi 
dampak negatif dari peningkatan mobilitas manusia, khususnya orang asing, 
misalnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap 
keamanan dan ketahanan nasional. Agar aspek keimigrasian mencapai satu titik 
ketahanan dan kemampuan untuk merespons serta mengantisipasi setiap peluang 
dan ancaman itu, Imigrasi Indonesia baik secara kelembagaan maupun individual 
dituntut untuk memiliki wawasan ke luar (outward looking) serta wawasan ke 






M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan 
Nasional (Jakarta: UI Press, 2004), h. 3-4. 
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Dalam hal hal ini pemerintah Indonesia telah memberikan  kemudahan 
bagi setiap negara asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia, 
dibukanya perusahaan-perusahaan besar baik dengan modal asing maupun 
gabungan dengan modal domestik membuka lapangan kerja baru baik untuk 
bangsa Indonesia sendiri juga bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama tenaga 
ahli yang turut masuk ke Indonesia. Tetapi di lain pihak hal ini menimbulkan 
kerawanan terutama di bidang ketanahan nasional. Kedatangan orang asing 
tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat sebagai warga 




Hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, 
khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi negara 
(administratiefrecht). Hal itu terlihat dari fungsi keimigrasian yang 
dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggara pemerintahan atau administrasi 
negara (bestuur) dan pelayanan masyarakat (publiek dienst), bukan fungsi 
pembentuk undang-undang (wetgever) dan bukan juga fungsi peradilan, dengan 
demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara. 
Masalah keimigrasian justru merupakan sebagaian kebijakan oragan administrasi 
(negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara). 
Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari perbuatan hukum pemerintah 









M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan 
Nasional, h. 24. 
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Pengertian migrasi menurut penulis adalah perpindahannya manusia atau 
individu ke suatu tempat untuk menetap sementara atau pun menetap selamanya 
dikarenakan ada berbagai faktor, contohnya masalah ekonomi, politik. 
Pengertian menurut para ahli Rozy Munir adalah migrasi sebagai 
perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ketempat 
lain melampau batas politik/negara ataupun batas administratif atau batas bagian 
suatu Negara. Jadi dalam pengertian ini migrasi dapatlah diatakan sebagai 
perpindahan yang cukup permanen dari satu tempat ketempat lain. Sedangkan 
menurut La Ode Syarifuddin adalah suatu bentuk respon yang ada dalam diri 
manusia terhadap kondisi/peristiwa yang tidak menyenangkan di daerah asal, 
seperti halnya dengan sistem pemilikan tanah yang tidak sama sekali 
menguntungkan, dan lain sebagainya.
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Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggara administrasi negara 
atau penyelenggara administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai kajian dari 
penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan pemerintahan. 




Berdasarkan prinsip kedalautan ini memungkinkan pemerintah untuk 
membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke 
wilayahnya juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di 
Indonesia wajib untuk menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan 





http://www.indonesiastudents.com/pengertian-migrasi-menurut-para-ahli/ di akses pada 
tanggal 23 oktober 2018 pukul 10.30 WITA 
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1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik; 
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing; 
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain; 
4. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya. 
Di dalam angka 2 di atas, tampak jelas bahwa fungsi keimigrasian dalam 
menerima dan mengusir warga negara dari suatu negara adalah bentuk 
perwujudan dari kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip penting di dalam 




Seorang warga negara asing yang menetap di Indonesia dengan tujuan 
mengajar Bahasa Asing, apakah disadari dan/atau mengamati lebih jauh akan 
kondisi sosial budaya masyarakat suatu wilayah sehingga bisa dikatakan 
melakukan kegiatan intelijen. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tanpa 
dilengkapi dokumen/izin tinggal yang sah juga merugikan negara, karena hal 
tersebut seharusnya menjadi pendapatan negara namun kenyataannya tidak. 
Pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pun akan timbul dengan 
datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Dengan adanya pelanggaran tersebut 
pemerintah akan menindak dengan tegas orang asing yang ilegal dengan hukuman 
dideportasi ke negara masing-masing, deportasi tersebut salah satu hukuman yang 
sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
Khusus untuk Imigrasi Makassar, totalnya sudah 10 warga asing yang di 
deportasi, dimana empat orang di antaranya dikenakan tipiring (tindak pidana 
ringan) atas pelanggaran keimigrasian. Sisanya sebatas pelanggaran administratif 
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Indonesia. Permasalahan keimigrasian di Makassar maupun SULSEL (Sulawesi 
Selatan) pada umumnya terbilang kompleks. Jumlah imigran gelap yang 
memasuki SULSEL pun cukup banyak dari waktu ke waktu. Hingga awal 2017, 
terdata sekitar 1.986 imigran gelap tersebut berasal dari Afganistan, Myanmar, 
Somalia, Iran, Sudan, Irak, Ethopia, Srilanka, dan beberapa negara lainnya.
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Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya 
berasal dari bahasa latin migration, yang berarti perpindahan penduduk. 
Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi  
dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar- 
besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak 
asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah 
perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang 
didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.
12
 Hukum keimigrasian merupakan 
bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan 
subsistem hukum dari hukum administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem 




Sejarah migrasi di Asia Tenggara dalam upaya mencari penghidupan lebih 
baik cukup panjang. Ketika lahan masih tersedia, sebelum konsep „negara bangsa‟ 
muncul serta diperlukannya ijin (visa) dan passport untuk melintasi negara, 




Yari, “Imigrasi Makassar Deportasi 10 Warga Asing Sepanjang Tahun 2017”, Kabar 
Oke.   28   Juli   2017. http://kabaroke.com/sepanjang-2017-10-warga-asing-diusir-dari-makassar/. 
diakses tanggal 6 Juli 2018 pukul 02.30 WITA 
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ekonomi. Generasi muda di Asia Tenggara, memiliki tradisi keluar wilayahnya 
mencari peluang penghidupan. Beberapa diantaranya telah melembaga dalam 
bentuk tradisi „merantau‟, seperti yang terjadi di Sumatera Barat.
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Tuntutan ekonomi global yang semakin maju membutuhkan semua proses 
atau prosedurnya semakin cepat dan singkat, tetapi tetap selektif, untuk menjawab 
tantangan tersebut perlu perangkat peraturan-peraturan yang saling terkait 
disenergikan, namun tetap dapat antisipasif terhadap kemungkinan adanya 
perubahan termasuk modus-modus kejahatan lintas Negara yang terorganisasi 
seperti: perdagangan orang, penyelundupan manusia, tindak pidana narkoba, 
sehingga tidak menghambat keinginan para investor asing masuk ke Indonesia 
bahkan sebaliknya justru harus memberikan kemudahan tetapi tetap 
memperhatikan masalah keamanan Negara tetap terjaga. 
Terdapat hal menarik yang menurut penulis dapat untuk dikaji lebih 
mendalam terkait “BEBAS VISA KUNJUNGAN NEGARA PERSPEKTIF 
HUKUM TATA NEGARA ISLAM”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dikemukakan pokok 
masalah bagaimana Peran Bebas Visa kunjungan Negara Perspektif Hukum Tata 
Negara Islam. Berdasarkan pokok masalah, dirumuskan sub masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana konsep pengelolaan Bebas Visa Kunjungan Negara? 
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan Bebas Visa 
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3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait pengelolaan Bebas Visa 
Kunjungan? 
C. Pengertian Judul 
1. Bebas Visa Kunjungan, adalah dalam rangka meningkatkan hubungan negara 
Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang 
asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu 
negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia 
yang dilaksanakan dalam bentuk pembebabasan dari kewajiban memiliki visa 
kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat dalam 
peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara. 
2. Hukum Tata Negara Islam, adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan 
negara yang meliputi alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas, 
dan wewenangnya serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan 
dasar, antara lain: 
1. M. Iman Santoso dalam bukunya “Perspektif Imigrasi Dalam 
Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional” membahas mengenai 
perkembangan politik hukum keimigrasian nasional dalam sistem hukum 
Indonesia dan mengenai peningkatan peran keimigrasian.
15
 Menurut 
penulis ini tidak membahas upaya-upaya penataan hukum dan penegakan 
hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan keimigrasian. Diarahkan 
secara khusus ke penciptaan pranata hukum yang berkemampuan memacu 
percepatan pembangunan ekonomi. 
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2. Jazim Hamidi dan Charles Christian dalam bukunya “Hukum 
Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia” membahas mulai dari 
pengertian, dasar, dan ruang lingkup di Indonesia, konsep perizinan, 
persyaratan dan tata cara pengurusan izin tinggal, hak dan kewajiban orang 
asing yang berada di Indonesia. Menurut penulis, dalam buku ini tidak 
dijelaskan tentang sanksi-sanksi apa yang diberikan apabila ditemukan ada 
penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan orang asing yang dapat 
merugikan Indonesia. 
3. Sihar Sihombing dalam bukunya yang berjudul “Hukum Keimigrasian 
dalam Hukum Indonesia” Menjelaskan bahwa pengawasan lalu lintas 
orang, singgah, dan tinggal orang asing di Negara lain sangat penting, 
demi keharmonisan antar Negara kelancaran bisnis dan segala urusan antar 
Negara , kelancaran bisnis dan segala urusan antar Negara perlu diatur 
dalam bentuk kerja sama, baik bilateral maupun multilateral. Indonesia 
menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 9 tahun 
1992 tentang keimigrasian dan segala peratuan pelaksanaan lainnya, 
seperti peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, 
keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam 
perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku undang-undang 
Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
16
 Menurut penulis dalam buku 
ini tidak dijelaskan tentang sanksi jika terjadi penyalahgunaan visa 
kunjungan di Indonesia. 
4. Barda Nawawi Arif, dalam bukunya yang berjudul “masalah penegakan 
hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penenggulangan kejahatan” 
menjelaskan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan 
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dan penenggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. 
kebijakan criminal pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu 
kebijakan social,(kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial) dan 
(kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat).
17
 Menurut 
penulis, dalam buku ini tidak dijelaskan tentang kebijakan apabila di 
temukan penyalahgunaan visa kunjungan. 
5. Marianus Watugandha dengan Jurnal yang berjudul “Status 
Keawarganegaraan Masyarakat yang Berdomisili di Kawasan Perbatasan 
Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste 
Khususnya yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu.” Dalam jurnal 
ini dijelaskan mengenai fenomena konflik yang terjadi di negara Timor 
Leste berdampak kepada warganya yang mengungsi di wilayah Republik 
Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan ketidakjelasan status 
kewarganegaran ini dapat mengakibatkan perlindungan Internasional 
terhadap setiap individu warga pengungsi tersebut. Kemudian atas inisiatif 
pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai upaya dan bantuan warga 
pengungsi tersebut telah resmi menjadi warga negara Republik 
Indonesia.
18
 Menurut penulis, dalam jurnal ini tidak dijelas tentang 
pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam mengambil 
langkah untuk memutuskan bahwa yang berdomisili di Wilayah 
Kabupaten Belu tersebut resmi menjadi warga negara Republik Indonesia. 
6. Wahyudin Ukun, dalam bukunya yang berjudul “Deportasi Sebagai 
Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang 
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Keimigrasian,” menjelaskan bahwa Pengaturan terhadap lalu lintas antar 
negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan 
dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat 
universal maupun kekhususan masing-masing Negara sesuai dengan nilai 
dan kebutuhan kenegaraannya. Menurut penulis dalam buku ini tidak 
menjelaskan tentang pertimbangan terhadap Pengaturan terhadap lalu 
lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara,  
adalah berkaitan Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang 
menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek 
keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal 
maupun kekhususan masing-masing Negara sesuai dengan nilai dan 
kebutuhan kenegaraannya. 
7. Yudha Bhakti, dalam bukunya yang berjudul “ hukum Internasional” 
menjelaskan bahwa keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut 
yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di 
dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing 
memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut 
sebagaimana halnya warga itu sendiri. Menurut penulis dalam buku ini 
tidak dijelaskan tentang bentuk-bentuk pengawasan terhadap orang asing 
agar tidak terjadi penyimpangan. 
8. Muhammad Indra, dalam Disertasi yang berjudul “Perspektif Penegakan 
Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia” menjelaskan 
bahwa perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses 
penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum 
pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi 






peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses 
penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.
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Menurut penulis dalam jurnal ini tidak dijelaskan tentang upaya-upaya 
yang harus dilakukan pejabat imigrasi agar mencegah terjadinya perkara 
keimigrasian. 
 
E. Metode Penelitian 
 
1. Jenis penelitian. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 
research), dengan menggunakan kepustakaan sebagai sumber data utama, artinya 
data-data yang dikumpulkan bersumber dari kepustakaan, yakni berupa buku, 
enksiklopedi, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lainnya yang bertalian 
dengan permasalahan yang dikaji. 
Pendekatan penelitian. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan syar‟i. Pendekatan 
perundang-undangan yaitu pendekatan penelitian yang mengutamakan pengkajian 
terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun asas-asas hukum umum. 
Pendekatan syar‟i merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati 
permasalahan dengan menggunakan al-Qur‟an dan hadis sebagai dasar hukum 
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Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, sumber data yang 
digunakan dalam penelitian pustaka (library research) adalah data sekunder 
(secondary data). Data sekunder yang digunakan terdiri atas sumber hukum 
primer dan sumber hukum sekunder. 
Bahan hukum primer, yaitu yang berasal dari literatur-literatur bacaan 
antara lain dari kitab undang-undang, buku-buku tentang Keimigrasian, sumber 
bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya yang terkait. Sedangkan  
bahan hukum sekunder bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam 
pengumpulan dari sumber bacaan ini digunakan dua metode kutipan sebagai 
berikut: 
1. Kutipan langsung, yaitu langsung mengutip pendapat atau tulisan orang 
lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun merubah susunan 
redaksinya. Mengutip pendapat dari sumber aslinya. 
2. Kutipan tidak langsung, yaitu merupakan kutipan tidak menurut kata- 
kata sesuai dengan yang dikutip, tetapi menurut pokok pikiran dan dinyatakan 
dalam kata-kata dan bahasa penyusun sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung 
panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan. 
2. Teknik pengumpulan data. 
Lazimnya untuk mendapatkan data dalam penelitian pustaka sesuai dengan hal- 
hal yang diteliti, digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Metode pengumpulan data . 
Dalam penulisan skripsi ini, diadakan penelitian terhadap sumber data 
dalam rangka pengumpulan data. Adapun sumber data yang dimaksud adalah 
“Library Research”, yaitu mengumpulkan data dengan jalan membaca literatur- 
literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan 






yaitu mencari data mengenai hal-hal yang viable yang berupa catatan, transkrip, 
buku-buku, salinan dan naskah asli, surat kabar, majalah dan sebagainya. 
b. Metode pengolahan data. 
Data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kualitatif. 
Karenanya untuk mendapatkan rumusan yang diperlukan, penulis mengolah 
data yang selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat 
mendukung pembahasan. Dalam mengolah data tersebut penulis 
menggunakan metode: 
a. Metode Induktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat khusus, 
selanjutnya mengambil keputusan yang bersifat umum. 
b. Metode Deduktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat umum dan 
selanjutnya mengambil keputusan yang bersifat khusus. 
c. Metode Komparatif, yaitu penulis membandingkan setiap data yang diperoleh 
baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk selanjutnya 
ditarik suatu kesimpulan. 
3. Teknik analisis data. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode conten analysis yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk  menarik 
sebuah kesimpulan usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan 
secara obyektif dan sistematis. Metode conten analysis mengindikasikan sejumlah 
ciri, pertama teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang, 
kedua proses sistematis dan kategorisasi, yakni memproses teks secara sistematis 
dan kemudian memilah mana yang termasuk suatu kategori dan mana yang tidak 
termasuk berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, ketiga proses analisa, dalam 
proses analisa ini haruslah mengarah kepada pemberian sumbangsih dan relevansi 






dimanifestasikan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Diskriptif artinya 
menemukan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala ini tidak 
sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi juga termasuk usaha-usaha 
mengemukakan hubungan satu gejala dengan gejala yang lain didalam aspek- 
aspek yang tengah diselidiki. Sementara yang dimaksud analitis adalah ikhtiar 
memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala- 
gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi 
suatu gejala, menilai suatu gejala, dan kemudian menetapkan hubungan antara 
gejala-gejala yang ditemukan. Dalam menganalisa data, penulis juga 
menggunakan metode komparatif deduktif, yaitu mengolah data yang ditemukan 
dari sumber data, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan situasi dan 
faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu 
dengan yang lain. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
Berdasarkan permasalahaan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui konsep pengelolaan Bebas Visa Kunjungan Negara. 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengelolaan Bebas 
Visa Kunjungan terhadap warga asing. 
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait pengelolaan Bebas 
Visa Kunjungan. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi: 
1. Bagi Almamater UIN. 
Untuk menambah/memperkaya koleksi karya-karya ilmiah yang dapat 
dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya 






2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait. 
Menjadi masukan bagi Pemerintah dan Instansi Terkait agar lebih 
makasimal dalam melakukan pengawasan terhadap warga asing yang 
menggunakan Bebas Visa Kunjungan.. 
3. Bagi masyarakat Umum. 
Diharapkan dengan adanya Skripsi ini dapat memberikan edukasi kepada 
masyarakat tentang Bebas Visa Kunjungan sehingga dalam menjalankan 







TINJAUAN UMUM TENTANG VISA 
 
A. Pengertian Visa 
Visa menurut etimologi katanya berasal dari bahasa Latin yakni carta visa 
yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Form Modern latin charta visa “verified paper,”literally “paper that has 
been seen,”. Past participle of latin videre “to see” (see).
1
 
Sedangkan beberapa pengertian tentang visa yang diperoleh sebagai 
berikut: 
A stamp or mark put in your passport by officials of a foreign country that 
gives you permission to enter, pass through or leave their country.
2
 
Is conditional authorization given by a competent authority of country for 
a person who is not a citizen of that country to enter its territory and to 
remain there for limited duration.
3
 
The visa is a document issued in the country of origin (or residence) of the 
individual by the authorities of the state to which he or she wishes to go.
4
 
Visa adalah sebuah dokumen izin masuk ke sesuai negara yang bisa di 
peroleh di Kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jendral atau 
Kedutaan Asing. Visa merupakan tanda bukti boleh berkunjung yang diberikan 
kepada penduduk suatu negara jika memasuki negara lain yang mempersyaratkan 
adanya izin masuk. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang pada perwakilan Repbulik Indonesia atau di tempat lainnya yang 
ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya. Menurut kamus Hukum, 





http://dictionary.com/reference/browse/visa  (diakses  tanggal  22  Oktober   2018)  pukul 
13.00 WITA. 
2
Oxford Advanced Learner‟s Dictionary International Student‟s Edition,.( New York: 
Oxford University Press., 2003) 
3
http://wikipedia.org/wiki/visa-document (diakses tanggal 22 Oktober 2018) pukul 13.20 
WITA. 
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Elspeth Guild, Security and Migration in the 21st Century. (Cambridge UK: Polity Press, 
















Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan 
apa yang kemudian disebut dengan paspor dan atau visa yang wajib dimiliki oleh 
seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. 
Hubungan antar negara yang satu dengan negara lainnya serta sistem hukum 
keimigrasian yang diterapkan oleh suatu negara mempunyai peran yang dominan 
terhadap aturan pemberlakuan visa bagi orang asing yang akan memasuki wilayah 
negaranya. Beberapa rujukan menyatakan bahwa penggunaan pertama kali surat 
maupun dokumen tertulis lainnya yang dibawa oleh seseorang dalam melakukan 
perjalanannya memasuki wilayah kekuasaan penguasa lain telah ada pada tahun 
sekitar 450 SM. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa Nehemiah, seorang 
pejabat kerajaan dari Kerajaan Persia Kuno, memohon izin untuk pergi ke Judah. 
Raja Artaxerxes yang merupakan Raja Persia Kuno tersebut menyetujui 
permohonannyaa dan memberikan sebuah surat “to the governors of the province 
beyond the river” yang berisi permintaan untuk menjamin keamanan Nehemiah 
ketika melakukan perjalanan ke daerah dibawah kekuasaan peguasa tersebut.
6
 
Literatur lain menyebutkan bahwa awalnya dokumen perjalanan itu 
 
adalah:  
“The travel document is issued by the state origin and it is within the inter- 
state system that the recognition of an entity as capable of issuing a valid 
travel document to its national regulated”.
7
 
Sejarah juga menjabarkan bahwa saat pemerintahan Raja Louis XIV dari 
 





M.firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2016), h. 180. 
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Tanggal 30 Oktober 2018) pukul 13.45 WITA 
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tahun sejak diberlakukannya paspor pada pemerintahan Raja Louis XIV tersebut, 
hampir seluruh negara Eropa kemudian menerapkan sistem dikeluarkannya 
dokumen perjalanan yakni paspor. Dikutip dari sebuah buku Adam I. Muchmore 
sebagai berikut: 
“By the eighteenth century, however, the term had developed into 
something more analogous to what we refer to as a “visa” today that s 




Hal lain yang mendorong penggunaan paspor atau visa adalah 
meningkatnya popularitas melakukan perjalanan dengan kereta api pada 
pertengahan abad ke-19, sehingga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya 
pariwisata di Eropa. Hal ini mengakibatkan sebuah masalah yakni kerumitan 
sistem paspor dan visa di negara Eropa. Untuk menjawab krisis tersebut, Prancis 
kemudian menghapuskan penggunaan paspor dan visa pada tahun 1861. 
Banyak negara Eropa lain yang mengikuti langkah Prancis ini, dan pada 
tahun 1941 paspor dihilangkan dalam prakteknya disetiap tempat manapun di 
Eropa sebagai persyaratan memasuki negara lain. Namun, akibat terjadinya  
Perang Dunia 1, membawa perubahan terkait keamanan internasional, sehingga 
paspor dan visa kembali lagi menjadi syarat yang diperlukan untuk berpergian 
meskipun sebagai langkah sementara pada saat itu. Pecahnya Perang Dunia 1 juga 
sangat berdampak terhadap keimigrasian global yang memaksakan kewajiban 
baru didalam pelayanan imigrasi. Salah satu contoh ketika Amerika Serikat 
mengeluarkan aturan keimigrasian pada tahun 1921 dan tahun 1924 yang 
bertujuan untuk membatasi pendatang sehingga memberikan aturan baru yang 
membatasi jumlah visa yang diberikan kepada seseorang. Aturan ini berlaku di 
setiap kantor perwakilannya di negara lain maupun yang berada di Amerika 
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pendatang yang tiba dengan visa yang sah dan masih berlaku. Di Indonesia sendiri 
terdapat peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan surat dokumen perjalanan 
yang digunakan untuk berpergian ke luar negeri. Saat itu ketika Indonesia 
melakukan pembelian senjata sebagai persediaan mengahadapi Blokade Belanda, 
Abu Bakar Lubis melakukan perjalanan ke Thailand tanpa menggunakan paspor, 




Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari penggunaan visa pada masa 
lampau dengan penggunaanya saat ini. Awalnya penggunaan visa maupun travel 
document, diperlukan seseorang untuk memberikan perlindungan dan 
kenyamanan dalam perjalanannya ketika memasuki wilayah negara lain, 
sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan sebagai salah satu bagian dalam 
sistem keamanan yang diberlakukan suatu negara kepada orang asing yang akan 
berkunjung ke negaranya. 
Penggunaan visa ini bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah 
sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar 
negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang hanya 
memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah memasuki 
wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatif dari mobilitas 
orang asing ini. Mengurangi tingkat kejahatan internasional, mencekal kedatangan 
orang asing yang dianggap merugikan bagi Negara yang akan dikunjunginya. 
B. Dasar Hukum Visa 
Regulasi mengenai visa di Indonesia berada dilingkup hukum 
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berlaku di Indonesia, tidak dapat dipisahkan pengaruhnya dari pemerintahan 
kolonial Belanda di Indonesia. Bagaimanapun terdapat kaitan yang erat antara 
sejarah dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada masa pemerintahan 
kolonial memang sudah ada pengaturan kebijakan keimigrasian mengenai 
keberadaan orang asing sejak saat masuk, saat melintasi batas negara, dan saat 
berada di Hindia Belanda. Namun, tentunya semangat pengaturan tersebut tidak 
berpihak kepada masyarakat yang ada di Hindia Belanda.
10
 Karena tentu saja 
kebijakan ini diperbuat untuk mengakomodasi kepentingan bangsa Belanda 
sepenuhnya. 
Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan 
Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama Immigratie 
Dienst yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan 
Hindia Belanda. Indones Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak 
zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial 
bernama Immigratie Dienst yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk 
seluruh kawasan Hindia Belanda. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 
1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 Immigratie Dienst ditimbang- 
terimakan (serah terima) dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang 
baru Mr. H.J Adiwinata ia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru 
pada tanggal 26 Januari 1950 Immigratie Dienst ditimbang-terimakan (serah 









Imam Santoso, Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan 
Nasional, (Jakarta: UI Press, 2004), h. 63. 
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Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disahkan pada 




a. Toelatingsbesluit (S. 1916 No.47) diubah dan ditambah terakhir dengan 
S.1949 No.330 serta Toelatingsordonannantie (S.1949 No.331); 
b. Undang-undang Nomor 42 Drt tahun 1950 tentang Bea Imigrasi 
(Lembaran Negara tahun 1953 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 
463); 
c. Undang-undang Nomor 9 Drt tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing 
(Lembaran Negara tahun 1953 No.64, Tambahan Lembaran Negara No. 463); 
d. Undang-undang Nomor 8 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi 
(Lembaran Negara thn 1953 No. 28, Tambahan Lembaran Negara 
No.807); 
e. Undang-undang Nomor 9 Drt tahun 1955 tentang Kependudukan Orang 
Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No. 33, Tambahan Lembaran Negara 
No.807); 
f. Undang-undang Nomor 14 Drt tahun 1959 tentang Surat Perjalanan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1959 No.56, Tambahan 
Lembaran Negara No. 1799). 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dikeluarkan disaat yang hampir 
bersamaan dengan kebijakan bebas visa kunjungan singkat. Kebijakan bebas visa 
kunjungan singkat ini diberikan secara bertahap kepada 48 negara yang 
dikeluarkan sejak tahun 1983, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, hal ini 
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Akibatnya, walaupun secara de jure disyaratkan selektivitas dalam hal lalu-lintas 
orang asing yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia, secara de facto 
wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing 
dari negara yang dinyatakan bebas visa oleh Indonesia. Perlu diketahui bahwa 
secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam 
konsep “Trifungsi Imigrasi”. Konsep ini hendak menyatakan bahwa imigrasi 
berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan.
13
 
Politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan keseimbangan antara 
pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan 
(security approach). Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya 
bagi kepentingan nasional dan pembangunan.
14
 
Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku: 
1. Petunjuk Visa 1950 yang memuat jenis-jenis visa: Visa Diplomatik, Visa 
Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk beberapa 
Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri. 
2. Petunjuk Visa 1954 yang mulai berlaku sejak 1 Juni 1954 dengan 
menampilkan tiga jenis visa baru yaitu: Visa Kehormatan, Visa Berdiam 
Sementara, Visa Turis. 
3. Petunjuk Visa 1957 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1957 
menampilkan satu jenis visa baru yaitu Visa Bebas Bea. Sehingga jenis 
Visa bagi perjalanan ke Indonesia meliputi: (Visa Diplomatik, Visa 






Imam Santoso, Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan 
Nasional, h. 21. 
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4. Petunjuk Visa 1974 yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan 
Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 
10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977. 
5. Petunjuk Visa 1979 yang berlaku sejak 8 Agustus 1979, merupakan surat 
Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI 
Nomor 1413/Ber/VIII/01 dan Nomor JM/1/23. Dengan Peraturan Visa 
1979 Visa untuk perjalanan ke Indonesia dibedakan: 
a. Visa Diplomatik 
b. Visa Dinas 
c. Visa Biasa 
Selanjutnya Visa Biasa dibedakan atas maksud dan tujuannya dan terdiri 
 
dari: 
a. Visa Transit, 
b. Visa Kunjungan yaitu untuk kunjungan wisata, kunjungan usaha dan 
kunjungan sosial budaya lainnya, 
c. Visa Berdiam Sementara. 
Peraturan perundang-undangan keimigrasian di Indonesia saat ini adalah 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Di dalam 
penjelasam UU No. 6 Tahun 2011, dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi 
pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Latar belakang lahirnya undang- 
undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan 
masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi 
yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang 
selama ini bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya 









mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. 
UU No. 6 Tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu  
Hak Asasi Manusia (HAM), fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan Transnational 
Organized Crime. Dalam bidang HAM misalnya, setiap warga Negara Indonesia 
(WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan 
tidak berlakunya penangkalan bagi WNI. Dalam bidang fasilitator pertumbuhan 
ekonomi, UU No. 6 Tahun 2011 memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para 
investor dalam mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Dalam bidang 
Transnational Organized Crime, Imigrasi memiliki peranan penting dalam 
mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan 
manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak di lakukan oleh sindikat 
internasional. Dalam undang-undang ini maka kebijakan keimigrasian yang 
sebelumnya bersifat selective policy (kebijakan saringan) berubah menjadi 
selective policy yang menjunjung tinggi HAM. 
Untuk menjalankan UU No. 6 Tahun 2011, maka pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
(selanjutnya disebut PP No. 31 Tahun 2013) yang di tetapakan pada tanggal 16 
April 2013 oleh Presiden Republik Indonesia DR.. H. Susilo Bambang 
Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin 
yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, 
PP No. 31 Tahun 2013.
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Perpres No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan adalah 




Jazim Hamidi & Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di 









Presiden untuk menjalakan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- 
undangan yang dibuat oleh Presiden. Ketentuan tersebut mirip dengan Peraturan 
Pemerintah. Namun keduanya berbeda pada proses pembentukannya. Peraturan 
Pemerintah tidak dibuat dan disusun atas inisiatif dan prakarsa Presiden sendiri 
melainkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. 
Peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden mengandung dua makna. 
Pertama Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden atas inisiatif dan prakarsa sendiri 
untuk melaksanakan Undang-Undang sehingga kedudukannya sederajat dengan 
Peraturan Pemerintah. Kedua, maksud pembuatan Peraturan Presiden ditujukan 
untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah 
sehingga kedudukannya menjadi jelas berada di bawah Peraturan Pemerintah. 
C. Macam-macam Visa 
Jenis visa yang diberikan serta jangka waktunya ditentukan berdasarkan 
tujuan pemohon visa mengunjungi negara tersebut. Secara umum penggolongan 
visa yang dipergunakan dalam ruang lingkup internasional yaitu visa diplomatik 
yang ditujukan untuk kepentingan diplomatic, visa dinas, dan visa biasa. Selain itu 
terdapat juga jenis visa berdasarkan jangka waktunya yang dapat dipergunakan 
hanya satu kali pemakaian (single visa) dan dengan beberapa kali pemakaian 
(multiple visa). Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: F- 
424.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks, 
serta Penerapan Visa dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa jenis visa terdiri dari:
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a. Visa Singgah; 
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b. Visa Kunjungan; 
c. Visa Tinggal Terbatas; 
d. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan 
Kemudian, untuk memperjelas mengenai pengertian jenis-jenis visa ini 
dijabarkan sebagai berikut: 
a. Visa Singgah 
Visa yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek yang 
berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara 
lain, bergabung dengan alat angkat yang berada di wilayah Indonesia dan karena 
keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca, dan sebab-sebab yang 




b. Visa Kunjungan 
Merupakan visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang 
kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, 
kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 
(enam puluh) hari, seperti kunjungan:
18
 
1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Indonesia; 
2) Wisata; 
3) Keluarga atau sosial; 
4) Antar lembaga pendidikan; 
5) Mengikuti pelatihan singkat; 





Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: F-424.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang 
Bentuk,Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks, serta Penerapan Visa 
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7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin 
dari instansi yang berwenang; 
8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa 
serta pengawasan kualitas barang atau produksi; 
9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil 
dalam bidang sosial, budaya, maupun pemerintah, setelah mendapat izin; 
10) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di 
Indonesia. 
c. Visa Tinggal Terbatas 
Visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain 
yang bersifat tidak bekerja. Visa tinggal terbatas untuk keperluan bekerja:
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1) Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota World Trad Organization 
(WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; 
2) Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti: 
a) Kerjasama perseorangan dengan Pemerintah Indonesia; 
b) Kerjasama organisasi non pemerintah dengan Pemerintah Indonesia; 
c) Kerjasama antara Badan Usaha Swasta Asing dengan Pemerintah 
Indonesia; 
d) Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di 
wilayah perairan nusantara, laut eritorial, atau pada instansi landas 
kontinen serta pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Izin 
Tinggal Terbatas; 
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f) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima 
bayaran seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan pengacara, 
perdagangan, dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari 
instansi berwenang; 
g) Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersil; 
h) Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan 
inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk 
serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 
i) Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersil 
dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. 
Sementara, visa tinggal terbatas yang digunakan untuk keperluan yang 
bersifat tidak bekerja adalah sebagai berikut: 
1) Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun; 
2) Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka 
waktu 2 (dua) tahun; 
3) Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin Tinggal Terbatas 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 
4) Mengikuti pendidikan dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 
(dua) tahun; 
5) Penyatuan keluarga dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun; 
6) Repatriasi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun; 










d. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan 
Visa ini dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua 
aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial, 
budaya, dan kegiatan usaha seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke 
Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu setiap kali 
kunjungan tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan:
20
 
1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia; 
2) Wisata; 
3) Keluarga atau sosial; 
4) Antar lembaga pendidikan; 
5) Mengikuti pelatihan singkat; 
6) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa 
serta pengawasan kualitas barang atau produksi; 
7) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil 
dalam bidang sosial, budaya, maupun pemerintah, setelah mendapat izin 
dari instansi yang bersangkutan; 
j) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di 
Indonesia. 
D. Tujuan dan Kegunaan Visa 
Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi 
selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu Negara yang 
diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap 
Negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada Negara yang 
mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan 
prosedur online. 
20
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BEBAS VISA KUNJUNGAN 
 
A. Pengertian Bebas Visa Kunjungan 
Bebas Visa Kunjungan adalah visa yang dipergunakan untuk keperluan 
tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan 
pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling 
lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan : 
a. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia; 
b. Wisata; 
c. Keluarga atau sosial; 
d. Antar lembaga pendidikan; 
e. Mengikuti pelatihan singkat; 
f. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari Instansi yang berwenang; 
g. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan 
dari instansi yang berwenang; 
h. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan 
jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi; 
i. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat 
komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah 
mendapat izin dari instansi yang bersangkutan; 
j. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersil; 






















B. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan 
Perjalanan kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVK) Negara 
Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa Pemerintahan Orde Baru. 
Regulasi di bidang keimigrasian yang diberlakukan pemerintah khususnya 
mengenai prosedur dan persyaratan untuk masuk ke Indonesia dibebaskan dari 
kewajiban memiliki visa sebagaimana diatur Keputusan Presiden No. 15 tahun 
1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan yang teknis 
pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Mentri Kehakiman R.I. No. M.01- 
IZ.01-IZ.01.02 tahun 1983.
2
 Pembebasan dari kewajiban memiliki visa ini 
diberikan kepada wisata mancanegara dari 26 (dua puluh enam) hari, meliputi 
wisata mancanegara dari Negara; Jerman Barat, Perancis, Belgia, Inggris, 
Luxemburg, Italia, New Zealand, Spanyol, Austira, Swiss, Kanada, Yunani, 
Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, USA, Australia, Singapura, 
Thailand, Philipina, Korea Selatan, Malaysia, dan Belanda. Sebagai pelaksanaan 
Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan 




Pada tahun 1993 Menteri Kehakiman R.I. menetapkan kebijakan baru 
dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di sektor pariwisata dengan Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-IZ.01.02 tahun 1993 tentang bebas 
visa kunjungan singkat yang berisi pembebasan kewajiban memiliki visa bagi 
wisata mancanegara untuk berkunjung dan tinggal di Indonesia selama 60 (enam 
puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang kepada 22 negara tambahan dan 
 
2
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisa dan Evaluasi tentang Pengaturan Fasilitas 
Bebas Visa Wisata bagi Orang Asing yang berkunjung ke Indonesia, (Jakarta: Depkumham 
Republik Indonesia, 1994), h. 4. 
3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk 









perubahan 26 negara Bebas Visa Wisara menjadi Bebas Visa Kunjungan (BVK) 
sehingga jumlah total menjadi 48 negara.
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Kebijakan Bebas Visa Kunjungan diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kepariwisataan dan kelancaran 
pembangunan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan Negara, namun dalam 
perkembangannya kemudian disalahgunakan oleh orang asing dengan 
memanfaatkan fasilitas BVK bukan untuk melakukan kegiatan wisata melainkan 
kegiatan bekerja sebagai konsultan, praktek kedokteran, teknisi dan lain 
sebagainya sehingga merugikan Negara. 
Oleh karena itu pamerintah Indonesia memberlakukan bebas visa dengan 
prinsip resiprokal atau timbal balik dengan keluarnya Keppres No. 18 tahun 2003 
tanggal 31 Maret 2003, yaitu hanya apabila suatu Negara tersebut maka Indonesia 
juga memberlakukan hal yang sama terhadap warga Negara dari suatu Negara 
yang memberlakukan bebas visa bagi warga Negara Indonesia tersebut.
5
 Dengan 
adanya Keputusan Presiden tersebut, telah mencabut BVK bagi sedikitnya 37 (tiga 
puluh tujuh) Negara, dan mempertahankan 11 (sebelas) Negara yang memiliki 
hubungan diplomasi dengan Negara Indonesia. Sebelas Negara yang tetap 
memperoleh pelayanan BVK antara lain, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei 
Darussalam, Philipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Hongkong, dan Makau, 
dengan ketentuan BVK berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari ke Indonesia untuk 






“64 Negara Peroleh Fasilitas VoA di Bandara SIM”, 
http://ajunpertama.blogspot.co.id/2010/06/64-negara-peroleh-fasilitas-voa-di.html, (diakses 
tanggal 5 April 2019) pukul 01.45 WITA 
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C. Fungsi dan Peran Bebas Visa Kunjungan 
Bahwa dalam rangka menigkatkan hubungan Negara Republik Indonesia 
dengan Negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga Negara 
dari Negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu Negara, dan entitas 
tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan 
dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan 
memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.
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Bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan 
perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah Negara, 
pemerintah wilayah administratif khusus suatu Negara, dan entitas tertentu yang 
diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.
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Modifikasi kebijakan visa wisata menjadi BVKS muncul pada Joop Ave 
menjadi Menteri Pariwisata. Pada saat itu terjadi perluasan definisi kepariwisataan 
secara internasional yang didasarkan bahwa istilah wisata tidak lagi diartikan 
secara sempit sekedar rekreasi, tetapi juga meliputi kegiatan lain seperti 
mengunjungi teman atau saudara, pengobatan, keagamaan, seminar, kunjungan 











Konsiderans huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa 
Kunjungan. 
7
Konsiderans huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa 
Kunjungan. 
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ANALISIS BEBAS VISA KUNJUNGAN 
 
A. Konsep Pengelolaan Bebas Visa Kunjungan 
 
Untuk mencapai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan bebas visa 
kunjungan ini ada empat variable dalam implementasi kebijakan yaitu 
Komunikasi, Sumberdaya, Sikap, dan struktur birokrasi, penjelasan ke empat 
faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Komunikasi 
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan- 
tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam 
pencapaian tujuan kebijakan, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 
demikian perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat 
ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan 
suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya 
untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Sesungguhnya 
implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti 
secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan
1
. 
2. Sumber daya 
Personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 
kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini 
meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan 
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terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa 
program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya 
fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan 
program seperti dana dan sarana prasana. 
Sumber daya manusia yang tidak dapat dilaksanakannya program secara 
sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika 
jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan 
meningkatkan skill / kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. 
Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan 
kinerja program. Kenyataanya di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu 
kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan, kekurangan 
informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi 
langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di 
tempat kerja sehingga menimbulkan in-efisien, implementasi kebijakan 




3. Disposisi atau Sikap 
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 
adalah sikap implementor, jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari 
kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
pandangan mereka berbeda dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka 
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Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran 
pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah 
penerimaan atau penolakan, dan intensitas respon tersebut. Para pelaksana 
mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami 
kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak 
tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan 
menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat 
pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program, dukungan dari 
pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan 
secara efektif dan efisien, wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan 
kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang 
yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, 
jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.
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4. Struktur Birokrasi 
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 
struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola- 
pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata mempunyai hubungan baik 
potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan 
kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerja sama banyak orang, 
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kebijakan diantaranya tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan 
sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
4
 
Ada tiga (3) tahap pemeberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa 
Kunjungan Singkat (BVKS) yang ditetapkan melalui peraturan Presiden. Tahap 
pertama, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015. Ada 30 negara yang 
mendapatkan fasilitas BVKS. Tiga bulan kemudian, kebijakan BVKS tahan II 
mulai di berlakukan dengan ditangatanganinya Peraturan Presiden No.104 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015. Dalam 
Perpres yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 18 September 2015 itu, 
jumlah Negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75. Dan tahap III 
melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016, jumlah Negara penerima fasilitas 
BVK meningkat menjadi 169 negara.berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 
tentang Bebas Visa Kunjungan, disebutkan bahwa bagi orang asing warga Negara 
Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan 
memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Izin tinggal kunjungan 
diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa 
berlakunya atau dialih statuskan menjadi Izin Tinggal lainnya (pasal 6 angla (4) 
Perpres No. 104 tahun 2015).
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Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur 
konvensional maupun dengan prosedur online. prosedur konvensional yang 
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Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. 
Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara 
maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku 
di negara tersebut. Prosedur permohona visa yang diterapkan oleh negara-negara 
untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasiaan yang diterapkan 
di negara tersebut. Namun dapat dijabarkan secara umum persyaratan apa saja 
yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut
6
 : 
a. Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara 
tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, dapat 
mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara 
yang dituju tersebut. 
b. Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan 
melampirkan persyaratan berupa : 
1) Paspor Asli atau Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; 
(umumnya masih berlaku minimal 6 atau 8 bulan); 
2) Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk 
melakukan perjalanan ke negara tujuan; 
3) Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung 
kebijakan negara yang dituju; 
4) Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di 
negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon 





“Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam 









5) Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa 
untuk kepentingan bisnis; 
6) Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh 
masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun 
keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan 
permohonan visa; 
7) Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut 
ketentuan yang berlaku di negara tujuan; dan 
8) Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon 
telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap 
berikutnya yakni wawancara. 
Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan 
berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor 
Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa anda diterima maka 
mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika 
ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan 
catatan bahwa uang administrasi yang telah anda bayarkan tidak dapat dimintakan 
kembali. Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing 
negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanaan terhadap orang asing 
yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia 












Adapun Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bagi wisatawan mancanegra 
yang akan masuk dan keluar di wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas 
bebas visa. Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
tentang tempat pemeriksaan imigrasi yaitu Pelabuhan, Bandar Udara dan 




A. TPI di Bandar Udara 
 
NO Nama NO Nama 
1 Sultan Iskandar Muda, di Banda 
Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam 
8 Sultan Syarif kasim II, di 
Pekanbaru, Riau 
2 Maimun Saleh, di Sabang, 
 
Nanggroe Aceh Darussalam 
9 Hang Nadim, di Batam, 
 
Kepulauan Riau 
3 Binaka, di Sibolga, Sumatera 
 
Utara 
10 Sultan Mahmud Badaruddin II, di 
 
Palembang, Sumatera Selatan 
4 Polonia, di Medan, Sumatera 
 
Utara 









Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi, (Bandung: Nuansa Aulia. 2009) h. 53. 
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5 Minangkabau, di Medan, 
Sumatera Barat 
12 Pangkal Pinang, di Pangkal 
Pinang, Bangka Belitung 
6 Fatmawati Soekarno, di 
 
Bengkulu, Bengkulu 
13 Soekarno Hatta, di Jakarta, DKI 
 
Jakarta 
7 Kijang, di Tanjung Pinang, Riau 14 Halim Perdana Kusuma, di 
 















NO Nama NO Nama 
15 Husein Sastranegara, di Bandung, 
 
Jawa Barat 
24 Hasanuddin, di Makassar, 
 
Sulawesi Selatan 
16 Ahmad Yani, di Semarang, Jawa 
 
Tengah 
25 Ngurah Rai, di Depansar, Bali 
17 Adi Sumarmo, di Surakarta, Jawa 
 
Tengah 
26 Selaparang, di Mataram, Nusa 
 
Tenggara Barat 
18 Adi Sucipto, di Yogyakarta, DIY 
 
Yogyakarta 
27 El Tari, di Kupang, Nusa 
 
Tenggara Timur 
19 Juanda, di Surabaya, Jawa Timur 28 Pattimura, di Ambon, Maluku 









 Barat   
21 Sepinggan, di Balikpapan, 
 
Kalimantan Timur 
30 Jeffman, di Sorong, Papua Barat 
22 Tarakan, di Tarakan, Kalimantan 
 
Timur 
31 Frans Kaisiepo, di Biak, Papua 
23 Sam Ratulangi, di Manado, 
 
Sulawesi Utara 
32 Mopah, di Merauke, Papua 










B. TPI di Pelabuhan 
NO NAMA NO NAMA 
1 Sabang, di Sabang, Nanggroe 
Aceh Darussalam 
12 Yos Sudarso, di Dumai, Riau 
2 Malahayati, di Banda Aceh, 
Nanggro Aceh Darussalam 
13 Pekanbaru , di Pekanbaru, 
Riau 
3 Krueng Raya, di Banda Aceh, 
Nanggroe Aceh Darussalam 
14 Bagan Siapiapi, di 
Bagansiapiapi, Riau 
4 Lhokseumawe, di 
Lhokesumawa, Nanggroe 
Aceh Darussalam 
15 Bengkalis, di Bengkalis, Riau 
5 Kuala Langsa, di Langsa, 
Nanggroe Aceh Darussalam 










6 Belawan, di Medan, Sumatra 
Utara 
17 Selat Panjang, di Selat 
Panjang,Riau 
7 Sibolga, di Sibolga, Sumatra 
Utara 
18 Sungai Guntung, di 
Tembilahan, Riau 
8 Gunung Sitoli, di Sibolga, 
Sumatera Utara 
19 Kuala Enok, di Tembilahan, 
Riau 
9 Teluk Nimbung, di Tanjung 
Balai Asahan , Sumatera 
Utara 
20 Sri Bintan Pura, di Tanjung 
Pinang, Kepulauan Riau 
10 Kuala Tanjung, di Tanjung 
Balai Asahan, Sumatra Utara 
21 Sri Baitan, di Tanjung 
Pinang, Kepulauan Riau 
11 Teluk Bayur, di Padang, 
Sumatera Barat 
22 Tanjung Uban, di Tanjung 
Uban, Kepulauan Riau 
23 Bandar Betan Telangi Longoi, 
di Tanjung uban, Kepulauan 
Riau 
35 Tarempa, di 
Tarempa,Kepulauan Riau 
24 Bandar Seri Udan Lobam, di 
Tanjung Uban, Kepulauan 
Riau 
36 Pulau Baai, di Bengkulu, 
Bengkulu 
25 Tanjung Balai Karimun, di 
Tanjung Balai Karibun, 
Kepulauan Riau 
37 Panjang, di Panjang, 
Lampunng 
26 Belakang Padang, di Belakang 
Padang, Kepulauan Riau 
38 Palembang, di Palembang, 
Sumatera Selatan 
27 Nongsa Terminal Bahari, di 
Batam, Kepulauan Riau 
39 Pangkal Balam, di Pangkal 









28 Kabil, diBatam, Kepulauan 
Riau 
40 Tanjung Kelian, di Muntok, 
Bangka Belitung 
29 Marina Teluk Senimba, di 
Batam, Kepulauan Riau 
41 Tanjung Gudang, di 
Belinyu,Bangka Belitung 
30 Batam Centre, di Batam, 
Kepulauan Riau 
42 Tanjung Padan, di Tanjung 
Padan, Bangka Belitung 
31 Citra Tritunas, di Batam, 
Kepulauan Riau 
43 Jambi, di Jambi, Jambi 
32 Batu Ampar, di Batam, 
Kepulauan Riau 
44 Kuala Tunggal, di Kuala 
Tunggal,Jambi 
33 Sekupang, di Batam, 
Kepulauan Riau 
45 Tanjung Priok, di Jakarta, 
DKI Jakarta 
34 Ranai,di Ranai,Kepulauanriau 46 Cirebon,diCirebon,JawaBarat 
47 Ciwandan, di Cilegon, Banten 57 Singkawan, di Singkawan, 
Kalimantan Barat 
48 Tanjung Mas, di Semarang, 
Jawa Tengah 
58 Pemangkat, di Singkawang, 
Kalimantan Barat 
49 Cilacap, di Cilacap, Jawa 
Tengah 
59 Singtete, di Singkawang, 
Kalimantan Barat 
50 Tanjung Perak, di Surabaya, 
Jawa Timur 
60 Tri Sakti, di Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan 
51 Pasuruan, di Pasuruan, Jawa 
Timur 
61 Kota Baru, di Kota Baru, 
Kalimantan Selatan 
52 Probolinggo, di Probolinggo, 
Jawa Timur 
62 Sampit, di Sampit, 
Kalimantan Tengah 













54 Panarukan, di Panarukan, 
Jawa Timur 
64 Samarinda, di Samarinda, 
Kalimantan Timur 
55 Banyuwangi, di Banyulangi, 
Jawa Timur 
65 Tarakan, di Tarakan, 
Kalimantan Timur 
56 Pontianak, di Pontianak, 
Kalimantan Barat 
66 Nunukan, di Nunukan, 
Kalimantan Timur 
67 Manado, di Manado, Sulawesi 
Utara 
70 Tahuna, di Tahuna, Sulawesi 
Utara 
68 Marore, di Marore, Sulawesi 
Utara 
71 Bitung, di Bitung, Sulawesi 
Utara 
69 Miangas, di Miangas, 
Sulawesi Utara 
72 Pantolan, di Palu, Sulawesi 
Tengah 
73 Soekarno-Hatta,di Makassar, 
Sulawesi Selatan 
82 Tenau, di Kupang, Nusa 
Tenggara Timur 
74 Pare-pare, di Pare- 
pare,Sulawesi Selatan 
83 Maumere, di Maumere, Nusa 
Tenggara Timur 





Ambon, di Ambon, Maluku 
76 Buleleng, di Buleleng, Bali 85 Ternate, di Ternate, Maluku 
Utara 
77 Benoa, di Denpasar, Bali 86 Tual, di Tual, Maluku 
78 Padang Bai, di Denpasar,Bali 87 Jayapura, di Jayapura, Papua 
79 Betene, di Mataram, Nusa 
Tenggara Barat 
88 Biak, di Biak, Papua 












81 Amamapare, di 
Tembagapura,Papua 




C. TPI Perbatasan Negara Indonesia dengan Negara lain 
NO NAMA 
1 Etikong, di Etikong, Kalimantan Barat 
2 Mota‟ain, di Atambua, Nusa Tenggara Timur 
3 Metameuk, di Atambua, Nusa Tenggara Timur 
4 Napan, di Atambua, Nusa Tenggara Timur 




B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Bebas Visa Kunjungan 
 
Berkaitan dengan implementasi kebijakan bebas visa kunjungan, adapun 
upaya-upaya yang dilakukan jajaran imigrasi antara lain: peningkatan jumlah 
personil, peningkatan pengawasan pendaratan dan izin masuk orang asing, 
pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai tempat 
hiburan, ada kerjasaman antara instansi dalam melakukan pencegahan terhadap 
penyalahgunaan aturan, sosialisasi ke Kementerian/Lembaga/biro jasa/ travel 
mengenai kebijkan bebas visa, pembenahan terhadap pengawasan orang asing, 
penguatan fungsi keimigrasian, melakukan kerjasama dengan TNI dalam maping 
keberadaan orang asing, memodernkan sarana-prasarana, menigkatkan hubungan 
baik dengan masyarakat dan pemda untuk mencegah resistensi, bekerja secara 
professional dan tanggung jawab, penggunan aplikasi online dengan Ditjenim 









informasi terkait orang asing, peningkatan peran wasdakim, interview 
singkat/second clearing jika terindikasi menyalahgunakan bebas visa dan 
melaksanakan evaluasi terhadap perlintasan orang asing.
9
 
Namun demikian, masih di temukan beberapa kendala yang menyebabkan 
belum maksimalnya implementasi bebas visa antara lain adalah: belum dapat 
mendeteksi secara pasti kemanfaatan bebas visa dalam peningkatan pelanggaran 
orang asing yang masuk kategori Negara rawan; SDM yang kurang sebanding 
antara pengawasan dan banyaknya orang asing yang masuk karena bebas visa 
sehingga melemahkan dalam melakukan pengawasan; kurangnya pengetahuan 
intelijen imigrasi; kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; system yang 
belum up to date penyalahgunaan bebas visa untuk kejahatan dan adanya 




Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan 
akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar masuk warga Negara asing dari dan 
kedalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan  
terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Akan tetapi realitasnya 
yang terjadi saat ini warga Negara asing memanfaatkan bebas Visa kunjungan 
tersebut tidak sesuai dengan tujuan. Menjamurnya tenaga kerja asing illegal di 
Indonesia khususnya yang berasal dari Tiongkok; RRC, Jepang dan Korea 
merupakan efek dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 
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lebih dari 169 negara membawa dampak tersendiri bagi kedaulatan Negara, 
karena warga Negara asing yang datang ke Indonesia tidak khawatir akan ditolak 
kedatangannya, maka dari itulah pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi yang 
diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Keimigrasian harus betul-betul 
selektif untuk melakukan pengawasan terhadap warga Negara asing yang masuk 
maupun yang sedang berada di wilayah Negara republik Indonesia. 
Khususnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah kebijakan bebas visa 
kunjungan ini disatu sisi memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah 
karena dapat meningkatkan jumlah kunjungan warga Negara asing di sektor 
pariwisata namun disisi lain kebijakan bebas visa kunjungan ini memberikan 
dampak negative bagi ketenaga kerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah karena  
warga Negara asing yang datang dengan menggunakan izin bebas visa kunjungan 
ternyata disalahgunakan untuk bekerja di beberapa perusahaan yang ada. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Imigrasi Kelas I palu bahwa 
terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga 
Negara asing yang menyalahgunakan izin bebas visa kunjungan di Provinsi 
Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:
11
 
a) Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses 
pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila dalam organisasi sudah 
memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namum 
tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya 
maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan 
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organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan usnsur pengendali 
keberhasilan organsasi. 
Terkait dengan hal tersebut, jumlah personil yang hanya berjumlah 9 orang 
di bagian penindakan dan pengawasan dan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi 
Kelas I Palu sehingga membuat lemahnya pengawasan terhadap warga Negara 
asing. 
Sebagaimana hasil wawancara Andi Ika Malfiyanti, dkk, dengan bapak 
Elmi selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kelas I Palu mengatakan bahwa: 
“Jumlah personil pengawasan ditambah dengan Timpora (Tim 
Pengawasan Orang Asing) sudah sangat memadai karena Timpora tersebar di 
Kabupaten/Kota, namun jumlah tersebut tidak ditunjang dengan kompetensi yang 
memadai dari setiap personil tersebut, dimana masih banyak yang tidak 
memahami tupoksi mereka sehingga ini yang harus menjadi prioritas kantor 
Imigrasi untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman akan tugas masing-masing 
dari mereka agar tidak ada lagi warga Negara asing yang menyalahgunakan izin 
bebas kunjungan untuk bekerja di perusahaan”
12
 
Hal ini yang menjadi salah satu kendala di lapangan sehingga masih saja 
ditemukan warga Negara asing yang menyalahgunakan izin bebas visa untuk 
bekerja di perusahaan yang ada, padahal sejatinya izin ini diberikan agar dapat 
bermanfaat bagi bangsa Indonesia. 
b) Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang merupakan hal penting, hal ini karena tanpa 
adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan 
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peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Sarana dan prasarana lainnya 
seperti komputer, alat komunikasi serta alat transportasi seperti mobil, helicopter 
dan kamera untuk memantau pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor 
Imigrasi kelas I palu yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan 
pengawasan. 
Berdasarkan hasil wawancara Andi Ika Malfiyanti, dkk dengan Bapak 
Yusuf Sadu selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas I Palu 
mengatakan bahwa: 
“salah satu kendala untuk mencegah penyalahgunaan izin visa kunjungan 
singkat di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Palu yaitu masih kurangnya 
sarana dan prasana yang dimiliki oleh kantor Imigrasi Kelas I Palu seperti 
jumlah kendaaran operasional yang dimiliki masih sangat kurang dimana hanya 
berjumlah 3 Unit kendaraan operasional yang harus mengawasi 12 Kabupaten 
dan 1 Kota, yang idealnya minimal 6 mobil kendaraan operasional yang harus 




“Kendala berikutnya yang menjadi penghambat melakukan pengawasan 
adalah minimnya anggaran yang diberikan kepada personil dilapangan dalam 
hal melakukan pengawasan, seperti misalnya untuk jarak tempuh pengawasan 
terhadap warga negara asing yang berada di Morowali, pemerintah hanya 
memberikan sebesar 2.000.000 jura Rupiah untuk perjalanan. Tentunya hal ini 
tidak sesuai dengan jauhnya jarak tempuh dan resiko yang harus di terima oleh 
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yang harus diberikan oleh pemerintah kepada personil dilapangan sehingga 
pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik” 
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa efektif 
tidaknya pelaksanaan pengawasan terhadap warga Negara asing untuk mencegah 
penyalahgunaan izin bebas visa kunjungan sangat di pengaruhi oleh faktor sarana 
dan prasarana yang harus memadai termasuk didalamnya adalah anggaran untuk 
membiyai operasional personil pengawasan dilapangan. 
c) Lemahnya Koordinasi antara Instansi 
Dalam prespektif keimigrasian pengawasan terhadap warga negara asing 
merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang 
Kemigrasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat 
Jenderal Imigrasi diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan 
terhadap hal ihwal masuk lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah 
indonesia serta pengawasannya. Hal ini dilakukan dalam rangka tegaknya 
kedaulatan negara Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaanua tanggung 
jawab besar yang dibebankan kepada pihak imigrasi dalam rangka pengawasan 
orang asing di wilayah indonesia tersebut mengalami banyak kendala, seperti 
diantaranya masalah sumber daya manusia dan minimnya sarana dan Prasarana. 
Maka dari itu sangatlah diperlukan adanya kerjasama yang baik antar instansi 
dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia.
14
 
Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa dalam kerjasama harus ada 
keterlibatan dengan pihak lain dengan rasa kepedulian, saling percaya, dan tujuan 
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termasuk dalam kategori koalisi, dimana bentuk kerjasama ini merupakan 
perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. 
Berdasarkan hasil wawancara Andi Ika Malfiyanti, dkk dengan Bapak 
Suparman selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palu mengatakan bahwa: 
“Koordinasi yang kami lakukan dengan berbagai instansi yang terkait 
seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Kepolisian dan kejaksaan, 
memang masih bersifat seremoni belum ada tindak lanjut pertukaran informasi 
sehingga masih kesulitan untuk lebih awal melakukan pencegahan terhadap 
warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin bebas kunjungan 
singkat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia,untuk itu kedepannya kami 
akan menindak lanjuti kerjasama kami ini dengan beberapa instansi yang terkait 
dalam bentu MoU sehingga ada singkroniasi di antara instansi pemerintah untuk 
mencegah praktek-prektek yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dalam hal ini adalah undang-undang keimigrasian”
15
 
Meskipun sudah ada PPNS keimigrasian, bukan berarti penyidik polisi 
tidak berhak lagi mengusut kasus keimigrasian. Pengusutan terhadap tindak 
pidana keimigrasian merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan 
hukum. Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) poin g, disebutkan 
bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- 
undangan lainnya. Keimigrasian termasuk dalam salah satu tindak pidana 
sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi. Dengan demikian, 
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demikian berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, PPNS 
keimigrasian dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti 
tindakan hukum koordinasi, supervise, bersama penyidik Kepolisian dan 
Kejaksaan atau bahkan pengambilalihan terkait kasus keimigrasian sesuai dengan 




a) Kemudahan dan Cepat 
Kemudahan proses yang di dapatkan oleh para WNA atau turis, membuat 
banyaknya WNA atau turis yang mengajukan proses pengajuan visa. Hal ini 
berdampak positif terhadap devisa Negara. Kebijakan bebas visa memberikan 
manfaat signifikan untuk perkembangan pariwisata Indonesia. Keuntungan 
signifikan yang didapat Indonesia adalah devisa dan kunjungan wisatawan asing. 
Kementrian Pariwisata sendiri menargetkan kunjungan WNA sebanyak 1 juta 
orang dan pendapatan devisa sebanyak 1 milliar dollar.
17
 
Dengan pembebasan visa tersebut, wisatawan mancanegara dapat 
mengunjugi Indonesia dengan mudah. Hal tersebut tersebut akan tidak tercapai 
jika kebijakan bebas visa belum berlaku. Pada saat Indonesia memberlakukan 
kebijakan visa on arrival yang terjadi adalah penurunan kunjungan wisatawan 
mancanegara sebanyak 15 persen. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh 
APEC, UNWTO, maupun WTTC menunjukkan bahwa pemberlakuan bebas visa 
memberi dampak terhadap pertumbuhan pariwisata rata-rata sebesar 18 persen 
bahkan di negara G-20 sebesar 5-25 persen. 





Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
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Aplikasi Pelaporan Orang Asing atau biasa yang di singkat APOA yang 
bertujuan memudahkan masyarakat/perorangan/instansi melaporkan atau 
memberikan informasi karena masyarakat lebih mengetahui keadaan di daerahnya 
jadi sebagai informan tentang keberadaan orang asing (informasi) melalui 
sosialisasi agar memberikan informasi secara langsung atau melalui aplikasi 
APOA, bila menemukan kegiatan orang asing yang mencurigakan. Aplikasi 
Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang telah di bangun oleh 
Direktorat Jenderal Imigrasi pada bulan Agustus 2015, dan sampai saat ini 
implementasi APOA ini terus ditingkatkan oleh seluruh Kantor Imigrasi di 
Indonesia, untuk memantau mengenai keberadaan Orang Asing di Wilayah 
Indonesia.
18
 Sedangkan sasaran yang diwajibkan untuk melaporkan keberadaan 
orang asing melalui APOA ini adalah pengurus atau pemilik tempat penginapan 
dan apartemen yang dihuni oleh orang asing juga mess perusahaan yang terdapat 
orang asing yang menginap Sampai saat ini jumlah tempat penginapan yang telah 
melaporkan keberadaan orang asing yang menginap melalui APOA ini di seluruh 
Indonesia adalah sebanyak 3.132 pelapor, dan diharapkan hal ini akan selalu 
meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 
Kantor Imigrasi seluruh Indonesia kepada pengurus atau pemilik tempat 
penginapan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut. Dalam 
melaksanakan pengawasan kegiatan yang dilakukan orang asing
19
 
a) Tim Pengawasan Orang (TIMPORA) 
Timpora merupakan Tim Pengawasan Orang Asing, tujuannya adalah 




 https://apoa.imigrasi.go.id/poa/ di akses pada tanggal 1 Juli 2019 
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instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan 
dengan pengawasan orang asing. Tim Pengawasan Orang Asing juga dapat 
melakukan operasi gabungan jika diperlukan, baik itu bersifat khusus maupun 
insidentil. Tim Pengawasan Orang (TIMPORA) adalah kebijakan pemerintah 
yang harus diimplementasikan oleh semua pihak seperti diamanatkan di dalam 
undang-undang. 
20
Koordinasi dibutuhkan karena faktanya bahwa semua 
organisasi sangat komplek dengan sistem yang beragam yang harus bekerja untuk 
meraih hasil yang diinginkan/ diharapkan. Crowston menjelaskan bahwa para 
pemangku kepentingan dalam organisasi dihadapkan dengan masalah koordinasi, 
yaitu konsekuensi dari dependensi dalam organisasi yang membatasi efisiensi 
kinerja tugas. Untuk itu pengawasan terhadap orang asing perlu berkoordinasi dan 
keterlibatan dari semua pihak termasuk kementerian/ lembaga terkait.
21
 
Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini telah membentuk Tim 
Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM RI. TIMPORA dibentuk hingga tingkat 
kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. 
Kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan 
TIMPORA yang telah ada di seluruh Indonesia, saat ini pembentukan Tim 
pengawasan orang asing telah mencapai 97%, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang 
belum memiliki Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yaitu Kantor 
Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi 
Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo, saat ini telah terbentuk 613 
(enam ratus tiga belas) TIMPORA serta 224 (dua ratus dua puluh empat) 
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C. Bebas Visa Kunjungan Perspektif Hukum Islam 
Menurut Munawir Sjadzali, Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara 
Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang 
mejemuk di Madinah. Landasan tersebut adalah; pertama, semua umat Islam 
adalah satu kesatuan, walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan; kedua, 
hubungan intern komunitas muslim dan hubungan ekstern antara komunitas 
muslim dengan didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu 
menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasihati 
dan menghormati kebebasan beragama.
23
 
Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 662 M menjadi 
permulaan dari sejarah kaum Muslimin, atau perjalanan Haji Wada yang 
menandai penguasaan kaum Muslimin atas kota suci Mekah. 
Allah SWT menciptakan bumi yang sangat luas untuk para umatnya agar 
di jamah secara baik dan merawat alam semesta agar anak cucu kita merasakan 
juga, pergi ke daerah lain untuk mencari rezeki, bercocok tanam dll 
QS. al-Mulk/67 : 15 : Sebagaimana dijelaskan dalam 
ْ  لٱ  وْ   هْ   لأ ٱ  مكْ  ل  ل  ج  يذْ   ْ  لا ولْ  ْ   ذ  ضرأ ْ  ْ    يفْ     ْ  اوشمأ ٱفْ     ْ 
 هْۦ   قْ   زأ ر    نم  ْ  اولْ   كو  اهبْ   كاْ  نم
ْ  نلٱ هْ   يأ ْ  لإْ   و  روشْ 
Terjemahnya 
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya 
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Ayat di atas membahas tentang perjalanan di muka bumi yang kamu huni 
ini sehingga ia menjadi mudah sekali untuk melakukan aneka aktivitas baik 
berjalan, bertani, berniaga, dan lain-lain, maka silahkan kapan saja kamu mau 
berjalanlah di penjuru-penjurunya bahkan pengunungan-pengunungannya dan 
makanlah sebagian dari rezeki-Nya karena tidak mungkin kamu dapat 
menghabiskannya karena rezeki-Nya melimpah melebihi kebutuhan kamu, dan 
mengabdilah kepada-Nya sebagai tanda syukur atas limpahan karunia-Nya itu.
25
 
Jadi kita dianjurkan untuk berkeliling atau mengunjungi daerah-daerah 
yang belum pernah kita explore agar kita paham bahwa bumi yang Allah ciptakan 
itu penuh dengan keistimewaan setiap daerah tertentu, maka dari itu pemerintah 
membuat peraturan untuk mengatur orang asing masuk ke negara-negara yang 
akan di kunjungi agar para pengunjung atau para wisatawan mancanegara tertib 
disuatu daerah yang akan dikunjungi. 
Menurut kajian hukum Islam bahwa negara dan wilayah terbagi menjadi 
tiga bagian yaitu Pertama negara Dār al-Islām. Negara ini adalah negara yang 
berpenduduk mayoritas muslim dan di negara ini berlakukannya hukum Islam, 
bagi setiap yang menetap di negara tersebut, baik itu muslim maupun nonmuslim. 
penduduk negara Dār al-Islām terdiri dari muslim yaitu semua orang Islam yang 
tinggal di wilayah Dār al-Islām baik warga tetap maupun warga pendatang, dan 
dzimmi yaitu penduduk yang bukan muslim yang menetap di negara Dār al-Islām 
dan diberlakukan hukum Islam terhadap mereka serta mereka berkewajiban 
membayar jizyah kepada negara Dār al-Islām sebagai perlindungan keamanan 
bagi mereka.
26
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kafir yang sebelumnya dikuasai oleh Islam serta peraturannya tidak berlaku 
hukum Islam dan tidak ada kemungkinan untuk menegakan syariat Islam, 
meskipun penduduknya mayoritas muslim. Ketiga, Dār al-„ahd yaitu negara 
nonmuslim yang mengikat perjanjian dengan negara muslim bahwa mereka tidak 
akan memerangi negara Islam dan akan membayar jizyah selama keamana mereka 
dijamin oleh negara Dār al-Islām.
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Lalu dapat pula menganologikan adab tentang menjamu tamu dengan 
keimigrasian karena tuan rumah atau negara yang dikunjungi harus menjamu 
tamunya dengan baik. Seperti mempermudah proses masuknya WNA ke Negara 
yang ingin dikunjungi (Indonesia). 
Perintah menjamu tamu dapat dilihat dari hadist yang diriwayatkan dari 
Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda : 
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah 
menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash dari Abu Hushain dari Abu 
Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. 
Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia 
mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Dan telah menceritakan 
kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin 
Yunus dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, 
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Hushain, hanya dia menyebutkan, 'Dan hendaklah dia berbuat baik kepada 




Lalu dalam hukum Islam diutamakan konsep pencegahan (preventif). 
Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al- Nisa/4 : 58: 
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 




Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini 
adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan 
terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa 
yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang 
yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang 




Jadi ketika pegawai atau petugas Imigrasi harus bisa berlaku adil disetiap 
warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia. Karena di hukum islam 
sudah mengatur peraturan-peraturan tentang menjamu tamu dengan baik, 
menjalankan tugas atau amanat dengan baik, apalagi di hukum positif di Indonesia 
Sedangkan menurut hukum posisitf di Indonesia setiap turis asing yang 
berkunjung ke Indonesia harus mendapatkan izin dari Pejabat Imigrasi dan 
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Indonesia. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi” setiap orang 
asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih 
berlaku, kecuali ditentukan lain berdasrakan Undang-undang ini dan perjanjian 
Internasional” dan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi”Setiap orang yang masuk atau 
keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat 
Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.” Serta dalam Undang-undang pun diatur 
secara rinci bagi orang asing yang melakukan pelanggaran, yang terterah pada 
pasal 122 yang berbunyi “setiap turis asing yang dengan sengaja 
menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan 
tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 







































Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konsep pengelolaan bebas visa kunjungan tidak terlepas dari empat faktor 
dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap, dan 
Strukter birokrasi. Kebijakan yang kompleks ini membutuhkan kerja sama 
banyak pihak untuk mencapai pengelolaan yang bersih dan aman, dan 
diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan 
berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari kantor 
perwakilan Negara asing tersebut. 
2. Kebijakan bebas visa kunjungan masih terlalu banyak celah untuk 
pelanggaran-pelanggaran yang akan dibuat oleh WNA, di karenakan SDM, 
Sarana dan prasarana masih belum memadai untuk pengawasan WNA yang 
masuk ke Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan, tapi di sisi lain 
bebas visa kunjungan berdampak positif terhadap devisa Negara, dan 
pemerintah telah bekerja keras untuk mengantisipasi kecurangan yang 
WNA lakukan dengan membuat Tim Pengawasan Orang (TIMPORA) dan 
Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). 
3. Dalam pandangan hukum Islam dianjurkan jangan berlaku curang sesuai 
dengan surah an-Nisa ayat 58 yang memberikan perintah agar jangan 
berlaku curang. Sehingga petugas Imigrasi harus berlaku adil disetiap 














dianjurkan untuk memuliakan tamunya, sehingga para petugas Imigrasi 
wajib memuliakan tamu atau WNA yang datang ke Indonesia 
B. Implikasi 
1. Diharapkan pejabat yang berwenang dapat membuka lapangan kerja lebih 
untuk pegawai imigrasi terkhusus (TIMPORA) dan memberikan pelatihan- 
pelatihan agar SDM kita sudah memumpuni dan professional di bidangnya 
masing-masing 
2. Pentingnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung 
kinerja aparat, tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka 
tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik 
3. Perlu adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang 
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